
WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 23TAHUN2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PEI.IYEBARLUASAN INFORMASI

PUBLIK MELALUI MEDIA MASSA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik
kepada masyarakat, perlu dilakukan kerl'a sama antara
pemerintah daerah dengan perusahaan pers;

b. bahwa dalam pelaksana€ul penyebarluasan informasi
publik di lingkungan pemerintah daerah, perlu diatur
mengenai pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan

Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama

Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Massa di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun lggg tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 175, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keq'a

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN KERJA SAMA PENYEBARLUASAN

INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA MASSA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAE} I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kota Bontang.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
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3. Pemerintah Daerah adalah WaIi Kota sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu

badan publik Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara

dan penyelenggara€rn Daerah dan/ atau penyelenggara dan

penyelenggaraan badan publik Daerah lainnya serta

informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

6. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang

menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media

cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan

media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan,

menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

7. Media Massa adalah sarana komunikasi untuk

menyebarkan informasi secara serempak dan cepat kepada

masyarakat luas.

8. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh kepala

Perangkat Daerah untuk melalukan pemeriksaan tentang

kebenaran kelengkapan persyaratan permohonan kerja

sama penyebarluasan Informasi Publik.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a. terwujudnya penyebarluasan Informasi Publik di lingkungan

Pemerintah Daerah secara cepat kepada masyarakat;

b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang

program dan kegiatan Pemerintah Daerah;

c. terciptanya kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan

ke{a sama dengan Perusahaan Pers di lingkungan

Pemerintah Daerah; dan
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d. terselenggaranya

menguntungkan

Perusahaan Pers.

hubungan yang harmonis dan saling

antara Pemerintah Daerah dengan

(1)

Pasal 3

Kerja sama penyebarluasan Informasi Publik melalui Media

Massa berdasarkan asas:

a. falctual;

b. cepat, tepat, dan akurat;

c. keseimbangan hak dan kewajiban;

d. harmonis;

e. etis;

f. kemitraan;

C. profesional;

h. transparan;

i. akuntabel; dan

j. parrisipatif.

Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan ke{a sama penyebarluasan Informasi Publik

yang berlandaskan data, informasi, dan fakta yang

sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan

(2t

umum.

(3) Cepat, tepat, dan alurat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b merupakan cara penyampaian data dan

informasi oleh praktisi humas Pemerintah Daerah

kepada para pihak yang berkepentingan dengan segera

dan sesuai dengan khalayak yang dituju.

(4) Keseimbangan hak dan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesetaraan

hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan

Perusahaan Pers.
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(5) Harmonis sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf d
mempakan terciptanya hubungan saling menghargai,

mendukunS, sinergi, dan saling menguntungkan

diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan

kerja sama.

(6) Etis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

merupakan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan

etika dan kode etik yang ditetapkan.

(7) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f

merupakan dalam pelaksanaan keg'a sama terbina

hubungan keq'a yang baik antara Pemerintah Daerah

dengan Perusahaan Pers.

(8) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

merupakan dalam pelaksanaan kerja sama dilakukan

dengan mengutamakan keahlian, keterampilan,

pengalaman, dan konsisten terhadap tanggung jawab.

(9) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
h merupakan penyediaan informasi yang benar, jujur,

dan tidak diskriminatif.

(10) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
merupakan pelaksanaan dan capaian hasil kegiatan yang

dapat dipertanggungjawabkan.

(11) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
merupakan hubungan media yang didukung oleh peran

serta aktif pihak yang berkepentingan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah yang akan melakukan kerja sama

penyebarluasan Informasi Publik dengan Perusahaan Pers

melakukan pemetaan data Informasi Publik yang akan

disebarluaskan.
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(2) Pemetaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
berdasarkan realisasi volume pada tahun sebelumnya dan

perkiraan peningkatan kebutuhan pada tahun selanjutnya.

(3) Pemetaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sebagai dasar mengalokasikan anggaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan ke{a sama

penyebarluasan Informasi Publik dengan Perusahaan Pers.

(2) Keda sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

Bagian Kedua

Bentuk Media

Pasal 6

(1) Jenis Media Massa yang digunakan dalam penyebarluasan

Informasi Publik terdiri atas:

a. media cetak;

b. media daring; dan/atau

c. media penyiaran.

(2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. surat kabar;

b. majalah; dan

c. tabloid.
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(3) Media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. portal berita;

b. media sosial;

c. pesan layanan singkat;

d. surat elektronik; dan

e. situs u.reb.

(4) Media penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c meliputi:

a. radio siaran; dan

b. televisi siaran.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi Perusahaan Pers dalam

pelaksanaan kerja sama penyebarluasan Informasi Publik terdiri
atas:

a. persyaratan umum; dan

b. persyaratan khusus.

Pasal 8

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf
a terdiri atas:

a. telah terdaftar di Dewan Pers atau Serikat Perusahaan pers;

b. akta pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. surat izin usaha perusahaan, nomor induk berusaha atau
yang dipersamakan, dan nomor pokok wajib p4jak;

d. surat pemberitahuan tahunan pajak;

e. surat tugas yang diterbitkan oleh pimpinan perusahaan

Pers;

f. kartu identitas wartawan yang bertugas di Daerah;
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C. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar

kompetensi;

h. foto kantor; dan

i. surat izin siaran radio dan/atau televisi.

Pasal 9

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b terdiri atas:

a. Perusahaan Pers media cetak harus memenuhi capaian

oplah:

l. gra.de A dengan jumlah oplah 50.000 (lima puluh ribu)

per hari;

2. grade B dengan jumlah oplah 35.000 (tiga puluh lima

ribu) per hari; dan

3. gra.de C dengan jumlah oplah 5.000 (lima ribu) per hari.

b. Perusahaan Pers media daring harus memenuhi capaian
jumlah pembaca:

1. grade A dengan jumlah pembaca diatas 100.000 (seratus

ribu) per bulan;

2. grade B dengan jumlah pembaca 50.000 (lima puluh

ribu) sampai dengan 99.999 (sembilan puluh sembilan

ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) per bulan;

dan

3. gra.de C dengan jumlah pembaca dibawah 50.000 (lima

puluh ribu) per bulan.

c. Perusahaan Pers media penyiaran sesuai dengan jangkauan

siaran dan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang penyiaran.
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BAEI IV

TATA CARA PENGAJUAN KERJA SAMA

Pasal 10

Setiap Perusahaan Pers yang akan melakukan penawaran kerja

sarna, mengajukan permohonan kepada kepala Perangkat

Daerah yang akan melakukan kerja sama dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Perusahaan Pers memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9;

b. 1 (satu) Perusahaan Pers hanya boleh mendaftar untuk 1

(satu) jenis Media Massa;

c. 1 (satu) orang wartawan hanya boleh mewakili 1 (satu)

Media Massa; dan

d. pengajuan penawaran kerja sama diajukan oleh pimpinan

Perusahaan Pers dan disampaikan kepada kepala Perangkat

Daerah yang akan melakukan kerja sama.

BAB V

VERIFIKASI DAN PENETAPAN

Pasal 11

(1) Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1O diverilikasi oleh Tim Verifikasi Perangkat Daerah.

(2) Dalam hal Perusahaan Pers memenuhi persyaratan, Kepala

Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi

menetapkan Perusahaan Pers yang dapat melaksanakan

keq'a sama.

BAB VI

PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 12

(1) Dalam hal Perusahaan Pers yang telah ditetapkan sebagai

mitra penyebarluasan Informasi Publik, ditindaklanjuti

dengan melakukan pe{anjian keq'a sama.
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(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit memuat:

a. maksud dan tujuan;

b. ruang lingkup;

c. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. braya;

f. force majeure;

g. penyelesaian perselisihan; dan

h. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi peq'anjian.

BAI} VII

PENGADAAN

Pasal 13

Pengadaan dalam penyebarluasan Informasi Publik dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dibidang pengadaan barang/jasa.

BAB VIII

PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran dalam pelaksanaan kerja sama penyebarluasan

Informasi Publik sesuai standar harga yang ditetapkan

Pemerintah Daerah.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

(i) Wafi Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi

komunikasi dan informatika melakukan pemantauan dan

evaluasi terhadap penyebarluasan Informasi Publik di
lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan analisis meliputi:

a. jenis publisitas;

b. isu dan kecenderungan isi;

c. pembingkaian;

d. tujuan isu;

e. pergerakan isu; dan

f. dampak publisitas.

(3) Analisis berdasarkan jenis publisitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a merupakan jenis publisitas berkaitan,

meliputi:

a. sajian utama;

b. berita langsung;

c. fitur;

d. wawancara khusus;

e. berita foto;

f. surat pembaca;

C. kolom opini; dan

h. tajuk rencana.

(4) Isu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b
merupakan permasalahan yang diangkat dan bersifat
aktual, meliputi:

a. berita lepas;

b. berita lanjutan;
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c. memiliki kedalaman; dan

d. menimbulkanpolemik.

(5) Kecenderungan isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b meliputi:

a. positif;

b. netral; atau

c. negatif.

(6) Pembingkaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

merupakan peran media dalam mengambil sisi pandang:

a. peristiwa;

b. masalah;

c. program;

d. kebijakan; atau

e. pernyataan,

sebagaimana tercermin pada judul, teras berita, struktur
media, pilihan kata, pilihan narasumber, serta
pembandingan dan penyesuaian.

(7) Tujuan isu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d
dilihat dari:

a. fakta, berupa publisitas berdasarkan/tidak berdasarkan
fakta aktual;

b. reaksi, berupa tindakan untuk menanggapi/tidat
menanggapi isu yang berkembang atau isu yang baru
dilontarkan;

c. sifat, memperkuat/tidak memperkuat sudut pandang

tertentu;

d. pendalaman, berupa pendalaman/ bukan pendalaman

atas isu atau wacana tertentu; dan

e. pencitraan, berupa peningkatan citra, netral, atau
merusak citra.
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(8) Pergerakan isu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf e
merupakan kecenderungan arah perubahan yang diangkat

media antara lain:

a. guliran isu, merupakan publisitas di media yang

berkaitan dengan masalah yang sedang bergulir,

mengangkat isu lama atau mengantisipasi isu yang

dapat tefadi, serta frekuensi isu tersebut;

b. gerakan isu, merupakan isu yang diangkat masih dalam

wilayah utama atau sudah memasuki bidang lain;

c. siklus isu, merupakan perkembangan isu yang diangkat

baik muncul, berkembang, menyebar, menurun, atau

hilang; dan

d. pola isu, merupakan isu musiman, periodik, dan isu
yang muncul tiba-tiba atau sporadis.

(9) Dampak publisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf f merupakan dampak penyebaran berita yang dilihat
berdasarkan tekanan berita dan tekanan pernyataan yang

masing-masing dibedakan menjadi pembingkaian yang

bersifat positif, netral, atau negatif terhadap Pemerintah

Daerah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 15 November 2022
WALI KOTA BONTANG,

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal l5 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2022 NOMOR 23
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